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Thi~s stud~y ai~ms to d~e~scri~be~ and~ analyze~ the~ pe~rformance~ of Ci~vi~l Se~rvants 

(ASN) at the~ Ce~ntral Bure~au of Stati~sti~cs (BPS) of Tomohon Ci~ty. The~ 

re~se~arch use~s a quali~tati~ve~ d~e~scri~pti~ve~ approach wi~th d~ata colle~cti~on 

through i~n-d~e~pth i~nte~rvi~e~ws, obse~rvati~on, and~ d~ocume~ntati~on. The~ fi~nd~i~ngs 

re~ve~al that: 1) Work Quanti~ty: workload~ i~s hi~ghly d~i~sproporti~onate~ to the~ 

avai~lable~ human re~source~s, whe~re~ a si~ngle~ e~mploye~e~ can hand~le~ fi~ve~ to si~x 

d~i~ffe~re~nt type~s of work wi~thi~n a ye~ar, compound ~e~d~ by non-routi~ne~ 

assi~gnme~nts from vari~ous mi~ni~stri~e~s; 2) Work Quali~ty: task i~mple~me~ntati~on 

accord~i~ng to Stand~ard~ Ope~rati~ng Proce~d~ure~s i~s more~ d~ri~ve~n by e~xte~rnal 

control me~chani~sms than by i~ntri~nsi~c e~mploye~e~ aware~ne~ss, whi~le~ 

pre~d~omi~nantly vi~rtual trai~ni~ng has not be~e~n fully e~ffe~cti~ve~ i~n d~e~e~pe~ni~ng 

te~chni~cal und~e~rstand~i~ng; 3) Ti~me~li~ne~ss: ove~rlappi~ng acti~vi~ty sche~d~ule~s 

from the~ ce~ntral le~ve~l, d~i~ffi~culty i~n obtai~ni~ng d~ata from fi~e~ld~ re~spond~e~nts, 

and~ li~mi~te~d~ manage~ri~al space~ cause~ e~mploye~e~s to fre~que~ntly comple~te~ work 

outsi~d~e~ offi~ci~al worki~ng hours. 
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Penelitian ini bertujuan untuk skripsikan dan menganalisis kinerja Aparatur 

Sipil Negara (ASN) di Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tomohon. 

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan 

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kuantitas Kerja: 

beban kerja ASN sangat tidak proporsional dengan jumlah SDM yang 

tersedia, di mana satu pegawai dapat menanggung lima hingga enam jenis 

pekerjaan berbeda dalam satu tahun, diperparah oleh penugasan non-rutin 

dari berbagai kementerian lain; 2) Kualitas Kerja: pelaksanaan pekerjaan 

sesuai SOP lebih terdorong oleh mekanisme kontrol eksternal daripada 

kesadaran intrinsik pegawai, sementara pelatihan yang didominasi secara 

virtual dinilai belum mampu meningkatkan pemahaman teknis secara 

mendalam; 3) Ketepatan Waktu: jadwal kegiatan yang tumpang tindih dari 

tingkat pusat, sulitnya memperoleh data dari responden lapangan, serta 

keterbatasan ruang manajerial menyebabkan pegawai kerap menyelesaikan 

pekerjaan di luar jam kerja resmi. 
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1. Pendahuluan  

Kinerja pegawai merupakan faktor determinan dalam keberhasilan suatu organisasi pemerintahan. Dalam 

konteks Aparatur Sipil Negara (ASN), kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada 

organisasi/unit sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 

tentang ASN menekankan penguatan sistem merit, digitalisasi manajemen ASN, penataan tenaga honorer, serta 

kesetaraan hak antara PNS dan PPPK. Regulasi ini menjadi landasan hukum bagi peningkatan kualitas kinerja 

ASN secara nasional. 

Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga pemerintah non-kementerian bertugas melaksanakan kegiatan 

statistik dasar dan memiliki peran strategis dalam penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas untuk 

perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional. Keberhasilan BPS dalam melaksanakan fungsinya sangat 

bergantung pada kinerja para aparatur di dalamnya [1]. BPS Kota Tomohon, sebagai unit kerja BPS di tingkat 

daerah, memiliki tanggung jawab penting dalam menyediakan data statistik yang akurat, relevan, dan tepat waktu 

bagi pemerintah daerah dan masyarakat Kota Tomohon yang berpenduduk sekitar 103.000 jiwa dengan luas 

wilayah 147,21 km² [2]. 

Berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) BPS Tahun 2022-2023, masih 

terdapat kesenjangan antara target dan realisasi kinerja. Target penyelesaian publikasi "Statistik Daerah Kota 

Tomohon" ditetapkan sebesar 100% tepat waktu, namun realisasi hanya mencapai 85% karena keterbatasan 

sumber daya manusia dan kendala teknis. Demikian pula, target partisipasi ASN dalam pelatihan berbasis 

teknologi informasi ditetapkan sebesar 90%, namun realisasi baru mencapai 70% [1][2]. Kondisi ini menunjukkan 

perlunya evaluasi mendalam terhadap kinerja ASN, khususnya terkait ketepatan waktu publikasi data, akurasi 

hasil kerja, serta kepatuhan ASN terhadap indikator kinerja individu (IKU). 

Selain itu, terdapat masalah internal yang memengaruhi kinerja ASN, antara lain distribusi beban kerja yang 

belum merata, keterbatasan kompetensi ASN dalam mengoperasikan sistem digital seperti aplikasi e-Kinerja, dan 

rendahnya partisipasi dalam pelatihan berbasis kompetensi. Evaluasi kinerja ASN cenderung berfokus pada output 

administratif daripada outcome sehingga hasil evaluasi sering tidak mencerminkan kinerja sebenarnya di 

lapangan. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem evaluasi kinerja ASN di BPS Kota Tomohon masih perlu 

diperbaiki agar mampu mendorong peningkatan kualitas, kuantitas, dan ketepatan waktu kerja ASN secara 

berkelanjutan. 

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan dan menganalisis evaluasi 

kinerja ASN di BPS Kota Tomohon dari aspek kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu; serta (2) 

mengidentifikasi faktor-faktor determinan yang memengaruhi kinerja ASN di BPS Kota Tomohon. 

 

2. Metode Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman 

yang mendalam dan komprehensif tentang kinerja ASN di BPS Kota Tomohon. Pendekatan kualitatif dipilih 

karena penelitian ini berfokus pada eksplorasi fenomena sosial yang kompleks, yaitu kinerja aparatur dalam 

konteks organisasi birokrasi pemerintah yang tidak dapat diukur secara tunggal melalui angka statistik semata [3]. 

Lokasi penelitian adalah Badan Pusat Statistik Kota Tomohon, Provinsi Sulawesi Utara. Fokus penelitian 

mencakup tiga dimensi utama kinerja ASN menurut Mathis dan Jackson [4], yaitu: (1) kuantitas kerja, (2) kualitas 

kerja, dan (3) ketepatan waktu, serta faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya. 

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama, yakni wawancara mendalam (in-depth interview) 

dengan informan kunci, observasi langsung terhadap aktivitas kerja pegawai, dan studi dokumentasi terhadap 

laporan kinerja, SOP, dan dokumen perencanaan BPS Kota Tomohon. Informan penelitian dipilih secara 

purposive, terdiri atas Kepala BPS Kota Tomohon, Koordinator Fungsional, dan beberapa staf pelaksana. Analisis 

data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang meliputi tahap reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. 

Sejalan dengan pendekatan ini, Tumbel [25] Menegaskan bahwa dalam penelitian administrasi dan sosial, 

validitas temuan sangat bergantung pada ketepatan pemilihan metode pengumpulan data serta konsistensi 

prosedur analisis yang diterapkan secara sistematis dan ilmiah. 

 

3. Hasil dan Pembahasan  

Bagian ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di 

Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tomohon yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, 

dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan berdasarkan tiga dimensi kinerja utama yang dikemukakan oleh Mathis 

dan Jackson, yaitu kuantitas kerja, kualitas kerja, dan ketepatan waktu, serta faktor-faktor determinan yang 

memengaruhinya. Temuan lapangan kemudian diinterpretasikan secara analitis dengan mengacu pada teori-teori 

relevan guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kondisi kinerja ASN dan tantangan struktural 

yang dihadapi organisasi. Secara keseluruhan, hasil penelitian mengindikasikan adanya ketimpangan sistemik 

antara tuntutan organisasi yang terus meningkat dengan kapasitas sumber daya manusia yang tersedia, yang 
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berdampak signifikan terhadap ketiga dimensi kinerja tersebut. 

3.1 Kuantitas Kerja 

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap pegawai ASN BPS Kota Tomohon menanggung lima 

hingga enam jenis pekerjaan berbeda dalam satu tahun, jauh melampaui kapasitas ideal, dan diperparah oleh 

penugasan non-rutin dari berbagai kementerian lain seperti Kementerian Sosial, Pendidikan Tinggi, dan 

Perumahan tanpa penyesuaian jumlah pegawai maupun kompensasi yang proporsional. Teori: Robbins [5] 

menegaskan bahwa kuantitas kerja adalah jumlah output yang dihasilkan karyawan sesuai target yang ditetapkan, 

sehingga ketidakseimbangan antara beban kerja dan kapasitas SDM secara langsung mengancam pencapaian 

indikator kuantitas ini. Pembahasan: Kondisi ini mengindikasikan bahwa kuantitas kerja ASN BPS Kota Tomohon 

tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi sangat dipengaruhi oleh kebijakan distribusi tugas yang 

belum mempertimbangkan kapasitas riil sumber daya manusia yang tersedia. 

Temuan: Penugasan non-rutin menunjukkan kondisi role overload di mana pegawai harus menjalankan 

peran ganda sebagai pelaksana tugas pokok statistik sekaligus mitra kerja instansi eksternal. Teori: 

Koesomowidjojo [6] menegaskan bahwa setiap pegawai seharusnya memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas agar 

beban kerjanya dapat terukur dan dikelola secara efektif. Pembahasan: Penelitian yang dilakukan oleh 

Adityawarman, Sanim, dan Sinaga [7] juga menemukan bahwa meskipun pegawai berusaha menjalankan tugas 

dengan sebaik mungkin, kurangnya penyeimbangan jumlah tenaga kerja dengan volume pekerjaan berdampak 

signifikan terhadap kuantitas kinerja, sehingga diperlukan restrukturisasi distribusi beban kerja yang lebih 

proporsional dan terukur. 

Temuan: Kondisi ketidakseimbangan antara volume pekerjaan dan jumlah personel di BPS Kota Tomohon 

berdampak langsung pada kemampuan pegawai dalam memenuhi target kuantitas kerja yang telah ditetapkan, di 

mana sejumlah kegiatan statistik tidak dapat diselesaikan secara optimal karena sumber daya manusia yang 

tersedia harus dibagi untuk menangani berbagai penugasan secara bersamaan. Teori: Rolos, Sambul, dan 

Rumawas [9] menemukan bahwa beban kerja yang berlebihan berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan, 

terutama ketika volume pekerjaan yang diemban jauh melampaui kapasitas individu yang tersedia. Pembahasan: 

Kondisi ini sejalan dengan konsep Work Overload yang dikemukakan oleh Wibowo [8], yang menjelaskan bahwa 

ketika tuntutan pekerjaan melebihi kapasitas sumber daya pegawai maka produktivitas dan kuantitas output yang 

dihasilkan akan mengalami penurunan yang signifikan. Oleh karena itu, BPS Kota Tomohon perlu melakukan 

kajian analisis beban kerja secara berkala sebagai dasar perencanaan penambahan personel dan penyesuaian target 

kinerja yang lebih realistis sesuai kapasitas SDM yang tersedia. 

3.2 Kualitas Kerja 

Temuan: Pelaksanaan pekerjaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) di BPS Kota Tomohon lebih 

terdorong oleh mekanisme pengawasan atau monitoring berjenjang daripada kesadaran intrinsik pegawai itu 

sendiri, sebagaimana diungkapkan informan bahwa SOP dipatuhi karena adanya monitoring kualitas dari tingkat 

provinsi. Teori: Handoko [10] menyatakan bahwa pengawasan merupakan proses manajerial yang esensial untuk 

memastikan aktivitas organisasi berjalan sesuai rencana. Pembahasan: Namun demikian, ketergantungan pada 

pengawasan eksternal ini bertentangan dengan semangat New Public Management (NPM) yang menekankan 

akuntabilitas berbasis output dan outcome, serta Self-Determination Theory dari Deci dan Ryan [12] yang 

menegaskan bahwa kualitas kinerja optimal lebih banyak didorong oleh motivasi intrinsik daripada semata-mata 

karena tekanan pengawasan atasan. 

Temuan: Tingginya tekanan dan beban pekerjaan berpotensi menurunkan kualitas hasil kerja, terutama pada 

masa pelaksanaan survei dan sensus yang berlangsung bersamaan. Teori: Konsep Work Overload dari Wibowo 

[8] menjelaskan kondisi ini terjadi ketika tuntutan pekerjaan melebihi kapasitas sumber daya pegawai, sementara 

Job Demands-Resources Model (JD-R) dari Demerouti dkk. [13] memberikan perspektif bahwa tuntutan 

pekerjaan tidak selalu berdampak negatif apabila diimbangi dengan ketersediaan sumber daya kerja yang 

memadai, termasuk dukungan sosial, otonomi, dan kesempatan pengembangan diri. Pembahasan: Hal ini 

mengimplikasikan perlunya BPS Kota Tomohon memperkuat sumber daya pendukung bagi pegawai agar kualitas 

kerja tetap terjaga di tengah tekanan beban kerja yang tinggi. 

Temuan: Upaya peningkatan kualitas kerja melalui pelatihan didominasi metode virtual (Zoom, YouTube, 

e-learning mandiri) yang dinilai belum sepenuhnya efektif meningkatkan pemahaman teknis secara mendalam. 

Teori: Hasil penelitian Husamah [14] menyimpulkan bahwa kombinasi antara pembelajaran online dan tatap muka 

(blended learning) menghasilkan capaian belajar yang lebih baik. Pembahasan: Implikasinya, BPS Kota Tomohon 

perlu mengintegrasikan metode pelatihan yang memadukan komponen virtual dengan praktik lapangan langsung 

agar pemahaman teknis pegawai dapat meningkat secara optimal dan berdampak nyata pada kualitas output kerja. 

Temuan: Keterlambatan penyelesaian pekerjaan seringkali disebabkan oleh jadwal kegiatan yang saling 

tumpang tindih dari tingkat pusat. Meskipun pegawai telah menerapkan skala prioritas, kondisi di mana beberapa 

pekerjaan memiliki deadline bersamaan tetap menyebabkan kewalahan. Teori: Atkinson dalam Syelviani [15] 

menyatakan bahwa manajemen waktu yang efektif mensyaratkan adanya sinkronisasi antara perencanaan individu 

dengan perencanaan organisasi. Pembahasan: Kasmawati dkk. [16] juga menemukan bahwa tumpang tindihnya 

jadwal kegiatan menjadi salah satu faktor dominan yang memengaruhi ketepatan waktu kerja ASN di instansi 

pemerintah, sehingga diperlukan koordinasi perencanaan yang lebih baik antara pusat dan daerah. 



Jurnal Administrativus Volume 4 Nomor 3, Juli 2026 

134 

 

3.3 Ketepatan Waktu Kerja 

Temuan: Keterlambatan juga dipengaruhi faktor eksternal berupa sulitnya menemui responden di lapangan 

yang tidak kooperatif atau tidak dapat dihubungi. Teori: Mathis dan Jackson [4] menyatakan bahwa kinerja 

karyawan tidak hanya dipengaruhi faktor internal, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kondisi lingkungan 

kerja. Pembahasan: Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang lebih proaktif sejak tahap perencanaan, 

seperti penjadwalan kunjungan alternatif dan pemanfaatan teknologi komunikasi agar pengumpulan data lapangan 

dapat berjalan lebih efisien dan tepat waktu. 

Temuan: Keterlambatan juga dipengaruhi faktor eksternal berupa sulitnya menemui responden di lapangan 

yang tidak kooperatif atau tidak dapat dihubungi, yang menjadi hambatan nyata dalam penyelesaian tugas sesuai 

jadwal. Teori: Mathis dan Jackson [4] menyatakan bahwa kinerja karyawan tidak hanya dipengaruhi faktor 

internal, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti kondisi lingkungan kerja dan aksesibilitas data. Pembahasan: 

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan strategi yang lebih proaktif sejak tahap perencanaan, seperti penjadwalan 

kunjungan alternatif dan pemanfaatan teknologi komunikasi guna meningkatkan respons rate dan efisiensi 

pengumpulan data lapangan. 

Temuan: Tingginya beban kerja memaksa pegawai bekerja di luar jam kerja resmi, berdampak pada 

ketepatan waktu sekaligus berpotensi menimbulkan kelelahan kerja (work fatigue). Teori: Munandar [17] 

mendefinisikan beban kerja sebagai keadaan di mana pekerjaan yang harus diselesaikan melebihi kapasitas 

individu, dan penelitian Nabawi [18] menemukan hubungan negatif yang signifikan antara tingginya beban kerja 

dengan kemampuan pegawai menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Pembahasan: Penanganannya membutuhkan 

pendekatan menyeluruh mencakup redistribusi beban kerja, penambahan personel, serta peningkatan motivasi dan 

kemampuan manajemen waktu pegawai. 

3.4 Faktor Determinan Kerja 

Faktor determinan pertama adalah dampak beban kerja berlebih yang menyebabkan stres dan kelelahan 

mental ASN BPS Kota Tomohon. Pegawai sering membawa pekerjaan ke rumah, waktu istirahat berkurang, 

bahkan bekerja hingga tengah malam menjelang deadline. Beberapa teori mendukung temuan ini: (1) Teori 

Demand-Control Model yang menyatakan bahwa tingginya tuntutan pekerjaan yang tidak diimbangi kendali yang 

memadai akan menghasilkan high-strain job [19]; (2) Teori Conservation of Resources (COR) yang menjelaskan 

bahwa stres terjadi ketika individu merasa sumber dayanya terancam akibat tuntutan berlebihan [20]; serta (3) 

Teori JD-R yang menjelaskan bahwa ketika tuntutan pekerjaan jauh melampaui sumber daya yang dimiliki akan 

terjadi pemborosan energi berujung burnout [13]. 

Penelitian Massie, Areros, dan Rumawas [21] menemukan bahwa stres kerja yang tinggi berpengaruh 

signifikan terhadap penurunan kinerja karyawan pada instansi di Kota Manado. Akbar dan Soetjiningsih [20] 

menyimpulkan bahwa beban kerja yang melebihi kapasitas ideal ASN akan memengaruhi kondisi psikologis dan 

rentan menimbulkan burnout. Kondisi beban kerja overload di BPS Kota Tomohon merupakan fenomena yang 

konsisten dengan berbagai temuan ilmiah sebelumnya. 

Faktor determinan kedua adalah budaya kerja yang berkembang di BPS Kota Tomohon, yang 

menekankan kerja sama tim, komitmen, dan nilai-nilai BerAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, 

Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Budaya ini memberikan dukungan positif dalam pelaksanaan tugas 

sehari-hari. Namun, dalam jangka panjang, budaya ini berpotensi menyebabkan burnout karena tuntutan 

organisasi yang terus meningkat tidak diimbangi penghargaan yang memadai maupun penambahan kapasitas 

SDM. Maulana, Frinaldi, dan Roberia [22] menemukan bahwa nilai-nilai BerAKHLAK memiliki potensi positif 

dalam membentuk integritas pegawai, namun membutuhkan mekanisme penegakan dan sistem dukungan yang 

lebih konkret agar tidak sekadar menjadi slogan tanpa dampak nyata. 

Permasalahan utama bukan terletak pada budaya kerja itu sendiri, melainkan pada belum tersedianya 

infrastruktur pendukung yang konkret, seperti sistem penilaian kinerja berbasis data, mekanisme pengakuan dan 

penghargaan, serta program pengembangan kapasitas pegawai. Herwanto dan Hutasoit [23] memperingatkan 

bahwa budaya baru seperti BerAKHLAK membutuhkan waktu internalisasi yang panjang dan konsisten agar 

benar-benar mengubah perilaku kerja. Dalam konteks yang serupa, Sendouw, Lumingkewas dan Supit [24] 

menemukan bahwa pelaksanaan kinerja ASN di instansi pemerintah daerah seringkali belum mencerminkan 

kondisi kinerja yang sesungguhnya karena instrument penilaian yang digunakan masih bersifat administrative dan 

kurang berbasis pada capaian kinerja nyata, sehingga diperlukan reformasi sistem penilaian yang lebih objektif 

dan terukur. Temuan ini diperkuat oleh penelitian siwij, Tarore, Erwin dan Memah [26] yang menyimpulkan 

bahwa keterbatasan sumber daya manusia dan ketidakjelasan mekanisme evaluasi menjadi hambatan utama bagi 

instansi pemerintah daerah dalam mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkann secara optimal. 

 

4. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kinerja ASN di Badan Pusat 

Statistik Kota Tomohon secara keseluruhan masih menghadapi tantangan struktural yang saling berkaitan: dari 

aspek kuantitas kerja, beban kerja sangat tidak proporsional dengan jumlah SDM yang tersedia karena satu 

pegawai menanggung hingga lima hingga enam jenis pekerjaan berbeda dalam satu tahun yang diperparah oleh 

penugasan non-rutin dari berbagai kementerian; dari aspek kualitas kerja, pelaksanaan SOP lebih terdorong oleh 
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kontrol eksternal daripada kesadaran intrinsik pegawai, sementara pelatihan yang didominasi secara virtual belum 

mampu meningkatkan pemahaman teknis secara mendalam; dari aspek ketepatan waktu, jadwal kegiatan yang 

tumpang tindih dari tingkat pusat, sulitnya memperoleh data dari responden lapangan, serta keterbatasan ruang 

manajerial menyebabkan pegawai kerap menyelesaikan pekerjaan di luar jam kerja resmi; dan secara keseluruhan, 

kondisi beban kerja berlebihan telah menimbulkan stres kerja dan kelelahan mental yang signifikan, di mana 

meskipun budaya kerja berbasis nilai BerAKHLAK memberikan dukungan positif, dalam jangka panjang 

berpotensi menimbulkan burnout apabila tuntutan organisasi yang terus meningkat tidak diimbangi dengan 

penghargaan yang memadai, redistribusi beban kerja yang proporsional, dan penambahan kapasitas SDM yang 

terencana. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan: Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan: (1) 

mendistribusikan beban kerja secara merata berdasarkan tingkat kesulitan dan kompleksitas pekerjaan; (2) 

menerapkan pendekatan blended learning dalam pelatihan pegawai; (3) membangun sistem manajemen stres dan 

kesejahteraan pegawai secara formal; (4) memperkuat budaya kerja berbasis nilai BerAKHLAK dengan 

infrastruktur pendukung yang konkret, termasuk sistem penilaian kinerja berbasis data dan mekanisme 

penghargaan atas prestasi kerja. 
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